
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 42); 

~- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) huruf e 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat mengurangkan 
ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan 
kemampuan mernbayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek 
pajak; 

b. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan dan pengelolaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu 
mengubah kernbali Peraturan Bupati . Kebumen Nomor 44 
Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 ten tang Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 ten tang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
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Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 
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(1) Atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, Bupati dapat 
memberikan pengurangan atas ketetapan pajak dengan ketentuan: 
a. atas permohonan Wajib Pajak dilakukan dengan penyampaian 

permohonan pengurangan atas ketetapan pajak baik secara perorangan 
maupun kolektif; 

b. secara jabatan dilakukan oleh Bupati untuk pengurangan ketetapan 
pajak atau pengurangan secara otomatis terhadap pembentukan basis 
data pajak, tanpa permohonan dari Wajib Pajak berdasarkan 
pertimbangan tertentu atas kondisi Wajib Pajak, objek pajak maupun 
faktor sosial ekonomi sebagai akibat kenaikan nilai tanah dan bangunan 
yang tinggi. 

(2) Pengurangan atas ketetapan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak: 
a. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan 

subjek pajak dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; 
b. dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar 

biasa; dan/atau 
c. karena adanya perkembangan daerah yang pesat dan kenaikan NJOP 

yang tinggi sehingga perlu mempertimbangkan kemampuan membayar 
masyarakat atau pertimbangan sosial ekonomi. 

Pasal 47 

1. Ketentuan Pasal 4 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 44) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 44 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen 
Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 44 TAHUN 2012 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

MEMUTUSKAN: 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 
89); 
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Besarnya pengurangan atas ketetapan pajak yang diberikan: 
a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang dalam hal 

kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a 
angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, atau Pasal 47 ayat (3) 
huruf b; 

b. sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam 
hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (3) huruf a 
angka 1; 

c. sampai dengan 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal 
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) atau ayat (5); atau 

d. sampai dengan 100% (seratus persen) dari selisih dengan ketetapan pajak 
tahun sebelumnya dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 7 ayat (2) huruf c. 

Pasal 48 

2. Ketentuan Pasal 48 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga 
Pasal 48 berbunyi sebagai berikut: 

(3) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak 
dan/ atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a untuk: 
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 

1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang 
kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa 
bin tang gerilya, atau janda/ dudanya; 

2. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/ 
peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang 
pribadi yang berpenghasilan rendah; 

3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya 
semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya 
sulit dipenuhi; 

4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/ a tau 

5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan 
rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan 
lingkungan dan dampak positif pembangunan; 

b. Wajib Pajak Badan meliputi objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah 
Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun 
Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. 

(4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 
banjir, kekeringan, angin topan, tanah bergerak dan tanah longsor. 

(5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/ atau wabah hama 
tanaman. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NO MOR 61 

AHMAD UJANG SUGIONO 

ttd. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN, 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 29 November 2018 

YAZID MAHFUDZ 

ttd. 

WAKIL BUPATI KEBUMEN, 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 29 November 2018 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. 

Pasal II 

( 1) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan PBB yang terutang 
di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(2) Kepala . Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan 
pengurangan apabila pengajuan keberatan PBS yang terutang sampai 
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Pemberian pengurangan ketetapan pajak secara jabatan atau pengurangan 
secara otomatis terhadap pembentukan basis data pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasal 53 

. 
3. Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 53 

berbunyi sebagai berikut: 
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